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ABSTRAK

Skripsi yang beijudul “Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang 
Melakukan Tindak Pidana Korupsi”. Korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau 
pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangan saat 
ini masalah korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan 
konglomerat, serta juga korporasi. Salah satu kasus Korupsi yang dilakukan oleh 
korporasi adalah PT. GIRI JALADHI WANA, yang bertanggungjawaban atas 
kerugian negara yang terjadi. Skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban dan 
penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam 
analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian 
yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis 
terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu 
pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, 
dimana pengumpulan data dilakukan dengan library research (penelitian 
kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai 
sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang 
dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, pertama 
bahwa korporasi yang dalam kegiatannya melakukan tindak pidana korupsi dapat 
dibebankan pertanggungjawaban pidana, baik secara langsung maupun dibebankan 
kepada perorangan yang bertanggungjawab, hai ini sabagaimana diatur dalam Pasal 
20 UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, serta adanya pengakuan terhadap model-model pertanggungjawaban 
korporasi. Kedua, bahwa penjatuhan pidana terhadap korporasi tersebut 
pertimbangan hakim dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada 
pelakunya (directing mind).

Kata Kunci :

atas

Tindak Pidana, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Penjatuhan 
Pidana.
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BABI

pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan -mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan, 

masyarakat, bahkan jika dipandang dari sudut pelakunya, semula pelaku yang dapat 

dipertanggungjawabkan hanyalah perorangan, sebagai individu yang lebih dikenal 

sebagai Natuulijk Persoon. Dalam perkembangannya ternyata tidak hanya manusia 

sebagai individu saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, tetapi 

juga korporasi atau badan hukum atau disebut juga Recht Persoon, karena ternyata 

badan hukum juga dapat melakukan tindak pidana.1

KUHP sebagai induk hukum pidana materiil tidak mengatur korporasi sebagai 

subjek hukum pidana, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi 

masih jauh dari yang diharapkan. Melihat kelemahan yuridis dari KUHP tersebut, di 

Indonesia dewasa ini sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui KUHP, 

termasuk usaha untuk memformulasikan kebijakan hukum pidana tentang 

penanggulangan kejahatan korporasi. Meskipun beberapa peraturan hukum pidana di 

luar KUHP mengatur kejahatan korporasi (mengakui korporasi sebagai subjek tindak 

pidana), namun sistem pertanggungjawabannya tidak diatur secara tegas. Dengan

n\0‘K*

DM. Haryanto,2012.Pertanggunjawaban Korporasi dan
Mp/repository.librarY.uksw.text.pdf diakses pada tanggal 04 maret 2013.

individualisasi pidana..
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demikian, secara hukum harus dikembalikan pada ketentuan KUHP yang secara jelas 

tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih

jadi masalah, sehingga timbul sikap pro. dan kontra. Pihak yang tidak setuju

2mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan 

terdapat pada personal alamiah,

2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat 

dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat 

dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang,

perkosaan dan sebagainya),

3. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya 

mungkin meninpa pada orang yang tidak bersalah,

4. Bahwa di dalam praktek tidak mudah untuk menentukan norma-norma 

atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi 

itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana

menyatakan:3

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi 

terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. 

2
H. Setiyono. 2002.Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban 

Korporasi, Dalam Hukum Pidana Indonesia, Averocs Press, Malang, hlm. 12-13 
Ibid. hlm. 13
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Karenanya perlu pula dimungkinkannya memidana korporasi, korporasi dan 

pengurus tau pengurus saja,

2. Mengingat dalam kehidupan sosial-ekonomi korporasi semakin memainkan 

peranan yang penting pula,

3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan 

menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam 

masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentuakan dalam segi perorangan, 

yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena 

itu tdak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya

korporasi,

4. Dipidananya korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan

tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Terlepas dari pro kontra terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai 

subjek hukum pidana, Oemar Seno Adji yang dikutip oleh Setiyono berpendapat, 

kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan-persekutuan, didasarkan 

tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar-dasar 

teoritis dapat dibenarkan.”4

Di Negara belanda untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pid 

berdasarkan pada Arrest “Kleuterschool Bab-beP\ yang menyatakan bahwa perbuatan 

dari perorangan orang pribadi dapat dibebankan pada badan hukum/korporasi apabila

ana

4 M.Haryanto fertanggunjmvaban Korporasi dan individualisasi pidana. Op.cit.

3



perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan dari badan 

hukum.5

Sehubungan dengan adagium “actum non facit reum, nisi mens sit rea” 

“tiada pidana tanpa kesalahan”, maka konsekuensinya adalah bahwa hanya 

“sesuatu” yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. 

Oleh karena itu hanya manusia yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak 

memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana. 

Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana 

Indonesia, ternyata akhir-akhir ini diterima pendirian bahwa korporasi, sekalipun 

pada dirinya tidak memiliki kalbu, dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban 

pidana.6 Berbagai Undang-Undang tindak pidana khusus di Indonesia yang telah 

menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana antara lain:

1. Undang-Undang darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan,

atau

Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Tindak

Pidana Ekonomi),

2. Undang-Undang darurat Nomor 7 tahun 1965 tentang Tindak Pidana

Ekonomi,

3. Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana 

Subversi,

Muladi dan Dwidja Priyatno. 201 b.Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.Kencana 
Jakarta, hlm. 120

6 Sutan. Remy Sjahdeini, 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.Cetak ke 
Grafiti Pers. Jakarta. Hlm. 39. II, PT
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4, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika,

5, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang No, 1 6 tahun 2000,

6, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, - 

7.. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan,

8, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai,

9, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,

10, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika,

11, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup,

12, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli daan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat,

13, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen,

14, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2001,

15, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002. tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2003 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Dari berbagai macam Undang-Undang di atas, maka korporasi dapat dijumpai 

sebagai subjek hukum diberbagai bidang yaitu; Tindak Pidana Ekonomi, Tindak
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Pidana Subversi, Penyimpanan Narkotika, Perpajakan, Pasar Modal, Kepabeanan, 

Cukai, Psikotropika, Narkotika, Pengeloaan Lingkungan hidup, Prektek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perlindungan Konsumen, Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, dan Pencucian Uang.. Dari sekian banyak bidang yang mengatur 

korporasi sebagai subjek hukum, khususnya subjek hukum pidana saya (penulis) akan 

menitikfokuskan pada subjek hukum korporasi yang melakukan Tindak Pidana 

Korupsi.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang telah terjadi terhadap korporasi 

yaitu kasus yang terjadi terhadap PT Indosat tbk dan PT Indosat Mega media yang 

diduga melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kerugian negara senilai Rp 1,3 

triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2A GHz/3G yang dilakukan oleh 

PT Indosat tbk dan PT Indosat Mega. Selain kasus PT Indosat tbk dan PT Indosat 

Mega, Ada juga kasus PT. Giri Jaladhi Wana, kasus ini telah mempunyai hukum 

yang tetap di tingkat banding. PT Giri dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No.04/PID,SUS/20U/PTJBJM tanggal 10 

Agustus 2011. Majelis banding yang diketuai Mas’ud Halim menganggap PT Giri 

bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 

20 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.7 Kasus ini terkait dengan hasil 

pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang dikelola PT Giri yang tidak disetorkan

... 7 hHP.^Avvsw.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korpora.si-Dertama-vand
al ierat-uu-tipikor. Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor. SELASA, 22 JANUARI 2013 Di 
akses pada tanggal 03 mei 2013. ’
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kepada Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh

miliyar enam, ratus juta rupiah) dari tahun 2004 sampai 2007,

Pada waktu membicarakan perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam

istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya

menunjukan kepada dilarang dan diancamnya pebuatan dengan suatu pidana. Apakah

orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah

diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia

mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana

ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non

facit reum nisi wens sisi re a). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis, tetapi

8dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Dalam pengertian Hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan 

dalam arti luas yaitu:9

1, Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat,

2, Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yang adanya sengaja atau 

kesalahan dalam arti sempit,

3, Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya 

dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dalam pertanggungjawaban korporasi pada mulanya orang menolak korporasi 

dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara pidana. Alasannya adalah karena

t

* Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana.Rineka Cipta. Jakata. hlm. 165 
Andi Hamzah. .2008. Asas-asas Hukum Pidana. Edisi Revisi 2008. Rineka Cipta.Jakarta

hlm.138
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korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin 

melakukan kesalahan. Disamping itu pidana penjara tidak mungkin dapat diterapkan 

terhadap korporasi, maka timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan 

korporasi dalam perkara pidana.

Menurut BardaNawawi Arief, Pertanggungjawaban korporasi ini juga disebut 

dengan istilah Direct Corporate Liability atau The Identification Doctrine 

(Pertanggungjawaban langsung korporasi). Doktrin ini merupakan dasar 

pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. Ada 3 

pertanggungjawaban dalam korporasi yaitu:10

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang 

bertanggungjawab,

2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab,

3. Korporasi sebagai pembuat maka korporasi yang bertanggungjawab.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak

pidana korupsi apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi dikenakan 

tanggung jawab pidana yang diatur dalam pasal 20 yang berbunyi:11

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, 

maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi 

dan atau pengurusnya.

sistem

10 H. Sctiyono, op cit. Hal 15
T- a , J', Peraturan RePublik Indonesia, Undang-Undang 3! tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Tambahan Negara Nomor 3874 Pasal 20.
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2. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut 

dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun 

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut 

baik sendiri maupun bersama-sama,

3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus,

4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 

(3) dapat diwakili oleh orang lain,

5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri 

di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut di

bawa ke pengadilan.

6, Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan 

untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan 

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat tinngal pengurus 

berkantor.

7, Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, 

dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat 

dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggungjawaban 

pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi. Dalam hal ini berkaitan 

dengan Putusan No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Negeri Banjarmasin terhadap terdakwa PT, GIRI JALADHI WANA, Dengan ini
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timbullah pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana 

terhadap masing-masing putusan?

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang d i atas maka dapat diambil rumusan masal ah

sebagai berikut:

1, Bagaimana pertanggungjawaban, pidana suatu korporasi yang melakukan

tindak pidana korupsi di Indonesia?

2, Bagaimana penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak

pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah djkemukakan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

U Untuk mengetahui dan menguraikan pertanggungjawaban pidana suatu 

korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2' Untuk mengetahui dan menguraikan penjatuhan pidana suatu korporasi yang 

melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. i

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik 

yang bersifat praktis maupun teoritis.
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Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran 

bagi pembuat kebijakan, dalam memformulasikan pertanggungjawaban pidana 

korporasi serta formulasi sanksi pidananya dalam hal korporasi melakukan tindak 

pidana umumnya khususnya tindak pidana korupsi.. Dan diharapkan juga hasil 

penulisan ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi aparat penegak hukum 

dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum ,

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman 

di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang tindak 

pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

1, Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif merupakan penelitian kepustakaan.12 Pada penelitian normatif yang diteliti 

hanya bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer,sekunder 

dan tersier. Penelitian ilmu hukum normatif adalah kajian terhadap bahan-bahan 

hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.13

12 Riduan Syahrani, 1999,Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

3 Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju. Bandung.
hlm.. 242

hlm. 97
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2. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundang- 

undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang 

penulis teliti, yakni;

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi

3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang

7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang

8) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi

9) Undang-Undang darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, 

Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Tindak 

Pidana Ekonomi),

10) Undang-Undang darurat Nomor 7 tahun 1965 tentang Tindak Pidana 

Ekonomi,

<
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PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana11) Undang-Undang Nomor 11 

Subversi,

12) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika,

13) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang No, 16 tahun 2000,

14) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

15) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

16) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup

18) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli daan

Persaingan Usaha Tidak Sehat

19) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen

20) Dan lain-lain.

2, Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti yurisprudensi, doktrin, buku-buku, 

makalah, jurnal, maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang 

mempunyai keterkaitan dan relevan dengan objek penelitian.

3< Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk- 

petunjuk dan sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus hukum, Bahasa, belanda, kamus bahasa Indonesia,
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Kamus Bahasa Inggris, Koran, majalah, jurnal ilmiah, media elektronik, internet

dan media cetak..

3.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah teknik dokumentasi 

yang dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat 

membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan studi 

kepustakaan. Penulis melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen seperti buku- 

buku dan makalah-makalah yang merupakan bahan hukum primer, kemudian 

dikelompokkan atau diidentifikasikan sesuai dengan topik yang dibahas. 14 Tujuan 

kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukan jalan pemecahan 

permasalahan penulisan.

4. Analisa data

Pembahasan dan penguraian data, dan informasi yang berhubungan dengan, 

permasalahan yang akan diteliti dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif yaitu 

analisis terhadap bahan-bahan yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan, 

pokok permasalahan.

14 Winamo Surachmad, 1982 Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung,, hlm . 140
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